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LAMPIRAN
ii

RINGKASAN
	Narkotika merupakan obat dengan efek samping dapat memberikan ketergantungan, narkotika sendiri sebenarnya tidak dilarang dalam penggunaanya, akan tetapi saat ini banyak terjadi penyalahgunaan narkotika, yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Penyalahgunaan narkotika ini juga dilakukan oleh anak-anak, dimana untuk anak terdapat aturan khusus mengenai peradilannya yaitu dalam UU SPPA. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah: pertama, mengenai penjatuhan sanksi penjara terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jmr sudah tepat menurut Undang-Undang Narkotika. Kedua mengenai penjatuhan sanksi penjara terhadap seorang anak pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jmr  telah sesuai dengan UU SPPA
	Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini terdiri atas bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya.

	Hasil penelitian ini terbagi menjadi beberapa pembahasan, yaitu pertama adalah bahwa dalam pemberian sanksi penjara terhadap perkara penyalahguna dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jmr telah sesuai dengan Pasal 127 ayat 1 huruf a yang menyatakan bahwa pelaku penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri diancam dengan hukuman selama 4 tahun, dalam putusan tersebut Anak terdakwa diputus bersalah dan diberikan sanksi selama 1 (satu) tahun penjara. Akan tetapi putusan tersebut dalam pertimbangannya, hakim tidak memperhatikan Pasal 127 ayat 2, dimana dalam memutuskan Terdakwa bersalah sesuai dengan Pasal 127 ayat 1, hakim wajib untuk memperhatikan Pasal 127 ayat 2 dan sudah seharusnya tertulis dalam amar putusan. Selain itu hakim juga tidak memperhatikan SEMA Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan 
dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial, dengan tidak diperhatikannya kedua hal tersebut, kemudian tidak diketahui dengan jelas apakah pelaku adalah pecandu atau hanya sekedar pengguna dikarenakan tidak adanya pemeriksaan dari dokter ahli terhadap Terdakwa. Selanjutnya yang kedua bahwa penjatuhan pidana penjara oleh hakim dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jmr terhadap anak sebagai pelaku penyalahguna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri sesuai dengan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Narkotika, tidak sesuai apabila dilihat dari UU SPPA, dikarenakan dalam UU SPPA, pemberian sanksi penjara merupakan Ultimum Remedium atau pilihan terakhir, sedangkan terhadap anak dalam Pasal 71 UU SPPA disebutkan beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak, salah satunya adalah pidana dengan syarat, yang bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dijelaskan dalam Pasal 75 UU SPPA diberikan pidana pembinaan di luar lembaga, berupa terapi akibat penyalahgunaan narkotika, dan pidana ini dapat berupa keharusan.
	Berdasarkan penelitian ini, penulis memberikan saran yaitu pertama hakim dalam memutuskan Terdakwa bersalah sesuai dengan Pasal 127 ayat 1 haruslah memperhatikan Pasal 127 ayat 2 karena hal ini adalah kewajiban, kemudian hakim juga seharusnya memperhatikan SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Selanjutnya dikarenakan pidana penjara bagi anak adalah pilihan terakhir, maka hakim seharusnya memperhatikan Pasal 71 mengenai jenis pidana pokok bagi anak, yang didalamnya terdapat pidana dengan syarat, salah satunya adalah pemidanaan di luar lembaga, yang dalam Pasal 75 dinyatakan bahwa terapi dapat diberikan untuk Terdakwa akibat penyalahgunaan narkotika.
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[bookmark: _Hlk118303542]BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 
[bookmark: _Hlk118302653]Narkotika atau anestesi merupakan semua bahan obat dengan efek narkotik umum bersifat depresan, antusias, doping, adiktif atau halusinasi[footnoteRef:1]. Penggunaan narkotika sejatinya bukanlah sesuatu yang dilarang apabila penggunaannya dimanfaatkan bagi pengobatan dan pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan, narkotika akan dilarang jika penggunaannya tidak sesuai aturan hukum yang berlaku dan disebut dengan penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan terhadap narkotika inilah yang kemudian memunculkan pengaturan hukum mengenai narkotika.  Peraturan yang mengatur mengenai penggunaan maupun penyalahgunaan narkotika adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika). Pada Undang-Undang Narkotika, dijelaskan bahwa narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman, atauubukan tanaman, baik sintetik maupun semisintetik, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.   [1: Ummu Alifia. Apa itu Narkotika dan Napza?. (Jawa Tengah: Alprin, 2019) h, 5.] 

Terdapat berbagai bentuk tindak pidana berkaitan dengan kejahatan narkotika dilihat dari Undang-Undang Narkotika, jenis tindak pidana narkotika yang dijelaskan dalam Undang-Undang Narkotika meliputi, pengedar narkotika atau distributor narkotika, pecandu narkotika atau orang yang secara terus menerus menggunakan narkotika kemudian berakibat ketergantungan, orang yang menanam narkotika dan menyediakan narkotika tanpa  izin, kemudian oranggyang membawannarkotika, serta penyalahguna narkotika atau orangyyang memakai narkotika dengan berlebihan. Dalam Undang-Undang Narkotika pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana narkotika tidak semuanya sama, dikarenakan adanya penggolongan jenis narkotika.

Berkaitan dengan pengguna narkotika atau pelaku penyalahguna narkotika dalam Undang-Undang Narkotika dijelaskan bahwa tujuan dari diadakannya aturan 
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tentang narkotika ini adalah mengupayakan pemberian rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika, yang dinyatakan secara jelas dalam Pasal 4 Undang-Undang Narkotika. Selanjutnya dalammPutusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jmr, terdapat terdakwa yang didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu didakwa dengan dua Pasal, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika atau Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Kemudian dalam Putusan tersebut terdakwa dinyatakan terbukti bersalah sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) yang menyatakan bahwa terdakwa menjadi pelaku penyalahguna narkotika golongan I. sehingga terhadap Putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Selanjutnya dalam menjatuhkan putusan tersebut hakim wajib untuk memperhatikan Pasal berikutnya yaitu Pasal 127 ayat 2 yang menyatakan bahwa hakim wajib memperhatikan Pasal 54,55 dan 103.
 Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji apakah putusan pemidanaan yangddiberikan hakim kepada terdakwa sudah sesuai dengan konsep pemidanaan dalam Undang-Undang Narkotika, mengingat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai penyalahguna Narkotika. Selanjutnya, isu hukum kedua yang penulis akan kaji adalah anak sebagai pelaku tindak pidana. 
Anak menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupannmanusia, anak akan menjadi penerus suatu bangsa yang layak untuk dilindungi dan dijaga dari berbagai hal yang negatif[footnoteRef:2], namun jika dilihat beberapa waktu terakhir banyak kenakalan-kenakalan yang menjurus keranahhmelawan hukum yangddilakukan oleh anak, karena hal inilah kemudian muncul sistem peradilan anak, dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan bagi anak pelaku tindak pidana. Peraturan di Indonesia yang berkaitan dengan sistem peradilan anak  adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (selanjutnya disebut UU SPPA), pada Undang-Undang ini dijelaskan bahwa Anak yanggBerhadapan dengan Hukum adalahaanak yang berkonflikddengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksittindak pidana, dan pengertian anak yang berkonflik dengan hukum menurut UU SPPA adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. [2:  Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya. Sistem Peradilan Pidana Anak. (Yogyakarta:Penerbit MedPress, 2014) h, 1. ] 

Tujuan dari pembentukan UU SPPA adalah melindungihharkat danmmartabat anak menggunakan pendekatannrestorative justice, bahwa anakbberhak atas perlindungankkhusus,tterutama berkaitan dengan perlindunganhhukum di sistem peradilan pidana. UU SPPA tidak menekankan pada penjatuhan sanksi pidana sebagai pembalasan tetapi juga difokuskan atas pemikiran bahwa sanksi yang dijatukan adalah upaya dalam mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut. Subtansi paling dasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan yanggtegas tentang keadilan restorative dan diversi. Hal ini bermaksud menjauhkan anak dari proses pengadilan, dan untuk mencegah anak dari stigma negatif bagidanak yang bermasalah denganhhukum, sehingga anak dapat kembali ke lingkungan sosial yang normal[footnoteRef:3].   [3:  Dony Pribadi.aPerlindungan TerhadapAAnak Berhadapan Dengan Hukum. Jurnal Hukum Volkgeist. Vol 3 Nomor 1 2018. h, 15] 

Sistem pemidanaan anakgharus selalu memperhatikan kepentingan dan hak anak. Sistem pemidanaan sendiri merupakan suatu sistem yang terintegrasi olehomasyarakat dengan tujuan mengatasi masalah kejahatan dengan memberantas kejahatan dalam batas toleransi masyarakat. Menurut Sudarto dalam penelitian, Syakirin mengatakan bahwa dalam peradilan anak terdapat kegiatan pemeriksaan dan pemutusan perkara menyangkut kepentingan anak, dimana seluruh kegiatan dilakukan oleh jaksa, polisi, hakim dan pejabat lain harus didasarkan pada asas kesejahteraan dan kepentingan anak[footnoteRef:4].  [4:  Ahmad Syakirin.FFormulasi/Model Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia. Jurnal Mimbar Yustisia. Vol. 2, No 2. 2018, h, 131] 

Bentuk sanksiyyang dapat diberikan kepada anak berdasarkan UU SPPA ada beberapa macam, yakni sanksi tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berusia dibawah 14 tahun dan sanksi pidana bagi pelaku usia 15 tahun ke atas. Sanksi tindakan dalam UU SPPA dapat berupa  dikembalikan kepadaoorang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan yang diadakan pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana, sementara itu sanksi pidana yang terdiri dari pidana pokok adalah pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga hingga penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Dalam UU SPPA dikenal pula adanyaddiversi yang bertujuan menghindarkan anak dari pemberian sanksi berat dengan penyelesaian perkara diluar peradilan. 
Berkaitan dengan narkotika, penjatuhan pidana penjara tidak sebaiknya dijadikan pilihan pertama, anak dapat diberikan pidana pembinaan diluar lembaga berupa terapi akibat dari penyalahgunaan narkoba. Melihat bahwa tujuan diadakannya aturan mengenai sistem peradilan pidana anak bahwa dalam penjatuhanssanksi untuk anakgharus memperhatikan keadilan restorative dan kepentingan serta pengaruh dari peradilan tersebut bagi anak kedepannya, dan pada Pasal 75 Angka (1) huruf c UU SPPA dijelaskan mengenai anak yang menjadi penyalahguna harus diberikan pidana pembinaan berupa terapi atau rehabilitasi.
Selanjutnya dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jmr, terdapat anak terdakwa dengan dakwaan alternative yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika atau Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Kemudian dalam Putusan tersebut anak terdakwa dinyatakan terbukti bersalah sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) yang menyatakan bahwa anak terdakwa menjadi pelaku penyalahguna narkotika golongan I. sehingga terhadap Putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Atas dasar tersebut penulis tertarik untuk mengkaji apakah penjatuhan pemidanaan penjara terhadap anak terdakwa tersebut telah sesuai dengan UU SPPA. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas hal tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jmr)”

1.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas adalah berikut:
1. Apakah penjatuhan sanksi penjara terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jmr sudah tepat menurut Pasal 127 Undang-Undang Narkotika?
2. Apakah penjatuhan sanksi penjara terhadap seorang anak pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jmr  telah sesuai dengan UU SPPA?

1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian adalah kegiatan yang mengehendaki hasil dan agar hasil yang dikehendaki tersebut tercapai , makaddalam penyusunan karya tulis ini sangat perlu menetapkan tujuan penulisannya, inti dari penelitian hukum adalah untuk mengidentifikasi, melakukan studi, menginerpertasikan dan mengumpulkan data serta memberikan pemahaman mengenai konsep hukum atau peristiwa pada saat memecahkan sengketa hukum yang timbul, selanjutnya agar penelitian skripsi memperoleh suatu kejelasan maka telah ditetapkan tujuan yang diharapakan tercapai pada peneletian yaitu:
1. Memahami kesesuaian penjatuhan sanksi penjara kepada pelaku penyalahguna narkotika dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jmr menurut Undang-Undang Narkotika
2. Memahami ketepatan penjatuhan sanksi penjara terhadap seorang anak pelaku tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jmr menurut UU SPPA
1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Teoritis
Secara Teoritis penelitian iniddiharapkan mampu memberi manfaat berikut:
1. Penelitian ini dapat memberikan manfaat yang dapat membantu dalam hal mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
2. Menjadi tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai sistem pemberian sanksi bagi pelaku penyalahguna narkotika. 
1.4.2 Manfaat Praktis 
Penelitian skripsiiiini secara praktis diharapkan mampu bermanfaat bagi:
1. Bagi penulis lain, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber rujukan, sumber informasi, yang selanjutnya dapat dikembangkan dengan materi-materi yang lainnya guna meningkatkan kualitas dari ilmu hukum itu sendiri.
2. Bagi penulis, dapat memberikan pengalaman dalam pembentukan skripsi, juga memberikan tambahan wawasan sebagaimana hasil dari penelitian yang dilakukan.
3. Bagi almamater, diharapkan penelitian dapat dijadikan sarana informasi tambahan mengenai pemidanaan bagi pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika menurut Undang-Undang Narkotika, dan pemidanaan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika menurut UU SPPA

1.5  Metode Penelitian
Metode penelitian menjadi faktor penting dalam peulisan suatu karya ilmiah, sehingga saat proses mengkaji objek studi dapat dilakukan secara benar dan optimal. Dalam dunia penelitian, penerapanmmetode ditetapkan melalui persyaratanyyang sangat ketat, disesuaikan dengan tradisi ilmiah yang terjaga agar hasil penelitian tersebut memiliki nilai ilmiah dan nantinya dapat dipertanggungjawabkan[footnoteRef:5]. Penelitian hukum untuk mengupayakan pengembangan hukum sertammenjawab berbagai isu hukum baru yang ada di masyarakat[footnoteRef:6]. Untuk menjawab permasalahan penelitian yang dikaji penulis dan untuk mendapatkan data yang akurat, penulis menggunakan metode penelitian berikut: [5:  JohnnyIIbrahim.aTeori dan MetodologiPPenelitian Hukum Normatif . (Malang: Bayumedia, 2008) h, 26]  [6:  DyahhOctorina Susanti, A’an Efendi. Penelitian Hukum (legal research). Cetakan ketiga (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) h, 7] 

1.5.1 Tipe Penelitian
	Tipe penelitian hukum merupakan proses pemecahan isu hukum tertentu yang dihadapi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Singkatnya, penelitian ini berfokus pada mempelajari penerapan norma dalam hukum dan menemukan kebenaran tentang apakah norma yang ada sesuai dengan hukum, Apakah norma sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, dan apakah tindakan seseorang itu sesuai dengan hukum serta aturan hukum[footnoteRef:7].  [7:  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Edsis Revisi (Jakarta: Kencana. 2017) h, 60] 

1.5.2 Pendekatan Masalah
	Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual,  yang dapat digunakan penulis dalam mencari jawaban terkait isu yang dihadapi.
Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) menjadi pendekatan masalah yang digunakan di skripsi ini. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji undang-undang yang sesuai dengan isu hukum. Pendekatan ini memberi kesempatan kepada penulis untuk mengkaji konsistensi dan keabsahan undang-undang yang satu dengan lainnya [footnoteRef:8]. [8:  Ibid h, 133] 

Pendekatan konseptual (conseptual approach) diawali oleh berkembangnya pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum. Penulis akan menemukan gagasan yang mana dapat memunculkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang ditangani dengan mempelajari pandangan dan doktrin tersebut, batu pijak penulisgdalam menciptakan argumentasi hukum untuk menyelesaikan isu yang dihadapi adalah memahami pandangan dan doktrin ilmu hukum tersebut[footnoteRef:9]. Berkaitan dengan penelitain yang dikaji oleh penulis, pandangan-pandangan dalam pendekatan konseptual ini adalah mengenai sistem pemidanaan anak, penyalahguna narkotika dan anak sebagai pelaku tindak pidana.  [9:  Ibid h, 135-136] 

1.5.3 Sumber Bahan Hukum
Penelitian hukum tidak mengenal adanya data, kemudian diperlukan sumber-sumber hukum dalam pemecahan isu hukumnya. Dalam skripsi ini sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[footnoteRef:10] [10:  Ibid h, 181] 

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer
	Bahan hukum primer menjadi bahan hukum yang memiliki otoritas atau mengikat, perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan Putusan hakim adalah bahanhhukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum primerrterdiri:[footnoteRef:11] [11:  Ibid, h, 181] 

1. Undang-UndanggNomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang HukumAcara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76
3. Undang-UndanggNomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062 Sekretariat Negara 
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332 Sekretariat Negara
5. Putusan Nomor 9/Pid.sus-Anak/2019/PN.Jmr
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder
	Segala jenis publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, tetapi harus tetap relevan dengan topik penelitian, publikasi hukum termasuk buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas Putusan pengadilan dapat disebut sebagai bahan hukumssekunder. publikasi hukum berisi perkembangan atau isu yang terkini mengenai bidang hukum tertentu[footnoteRef:12]. [12:  Ibid, h, 181-183] 

1.5.4 Analisis Bahan Hukum
	Langkah-langkah sebelum melakukan penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu:
1. Identifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal yang tidak sesuai untuk menentukan isu hukum yang  hendak dipecahkan. 
2. Pengumpulan bahan hukum yang memiliki relevansi juga bahan-bahan non hukum
3. Mengkaji isu hukum yang diajukan disesuaikan bahan hukumyyang dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam argumentasi yang menjawab isu hukum dan 
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan
Berpijak pada langkah di atas, berikut adalah tahapan penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini, melakukan identifikasi fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019?PN.Jmr kemudian menetapkan isu hukumnya. Mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang sesuai dengan isu hukum yang dihadapi untuk mempermudah penulis dalam proses memecahkan masalah serta menjadi pedoman penulis. Menganalisis dakwaan, fakta di persidangan serta pertimbangan hakim kemudian dianalisis isu hukumnya. Dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan masalah hukum yang dihadapi, penulis dapat menarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan hukum yang diajukan. Pemberian preskripsi yang dijadikan sebagai tolak ukur evaluasi. Langkah-langkah penelitian hukum dapat memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan skripsi guna menemukan kesimpulan yang benar dari skripsi.



2



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tindak Pidana Narkotika
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana 
	Tindak pidana disebut juga dengan perkara pidana adalah perbuatan yang dapat dituntut atas tindak pidananya, dan perkara hukum kadang disebut sebagai perkara pidana atau tindak pidana apabila unsur pidananya terpenuhi. Unsur pidana terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Faktor obyektif muncul dari sifat pelanggaran, kualitas pelaku, dan hubungan antara perilaku dan penyebab akibat lainnya. Unsur subyektif adalah unsur yang berkaitan dengan pidana, yaitu berkaitan dengan pelaku itu sendiri dan segala sesuatu yang ada dalam pikirannya.[footnoteRef:13].  [13:  R.AbdoeldDjamali. Pengantar Hukum Indonesia.EEdisi Revisi. (Jakarta: Rajawali Pers. 2016) h, 175] 

Pengertian tindak pidana dalam hukum pidana dikenal dengan istilah Strafbaarfeit, sedangkan peristiwa pidana, perbuatan pidana atau tindak pidana istilah yang digunakan dalam kepustakaan hukum pidana, perkara pidana, tindakppidana, atau tindak pidana digunakan para pembuatuundang-undang. Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda, Strafbaarfeit, tetapi tidak adappenjelasan resmi untuk istilah tersebut, dan akhirnya istilah itu diberi arti dan isi oleh para ahli hukum tetapi masih banyak perbedaan pendapat hingga sekarang.


Simons, Van Hamel dan Vos mereka merumuskan kejahatan sebagai suatu kesatuan yang utuh, tanpa membedakan perbuatan serta akibatnya disatu pihak dan pertanggungjawaban dipihak lain, Simons mengatakan bahwa delik merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum dan berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat oleh orangyyang mampu bertanggunggjawab. Van Hamel menyatakanbbahwa delik adalaheeene wettelijke omschreen menschelijke gedraging onrechmatig, strafwaardigeenaaan schuld te witjen, yang berarti kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Sedangkan Vos menyatakan bahwa delikkmerupakan
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kelakukan manusia yangooleh undang-undangddiberi pidana, dapat dikatakan kelakuan manusia yang umumnya dilarang dan diancam pidana[footnoteRef:14]. [14:  Safitri Wikan Nawang Sari. HukumPPidana Dasar. (Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha. 2020)  h, 33] 

Pada dasarnya dalam menentukan unsur-unsur suatu tindak pidana, tidak ada kesepakatan diantara para sarjana, namun demikian dari beberapa definisi dan unsur yang mereka kemukakan mengenai tindak pidana terdapat dua aliran dalam perumusan delik, yaitu aliran monistis dan dualistis dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Aliran monistis pandangan yang melihat seluruh syarat untuk terjadinya pidana yang semuanya adalah sifatddari perbuatan[footnoteRef:15]. [15:  Tongat.dDasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, Cetakan II. (Malang: UMM Press, 2009) h, 105] 

1. Aliran dualistis adalah aliran yang menilai bahwa tindak pidana hanya terdiri dari sesuatu yang dilarang saja tanpa meliputi pertanggungjawaban pidana atau kesalahan[footnoteRef:16]. [16:  Moeljanto.AAsas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi. (Jakarta: Rineka Cipta. 2002) h, 59] 

2.1.2 Pengertian Narkotika dan Penggolongan Narkotika
	Zat atau obat diperoleh dari tumbuhan atau non tumbuhan, sintetik atau semi sintetik, penggunaannya dapat berakibat pada gangguan kesadaran, hilangnya rasa, pereda nyeri hingga pereda nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan menjadi beberapa kelompok adalah penjelasan narkotika dalam Undang-Undang Narkotika. Di Indonesia narkotika yang dikenal berasal dari kata “Narkoties”, yangumemiliki makna serupa dengan kata narcosis yakniimembius. Zatttini bersifat mempengaruhi otak. Perubahan perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran bahkan halusinasi merupakan akibatnya. Narkotika pada awal penggunannya adalah untuk pembiusan, dan juga untuk kesehatan[footnoteRef:17]. Berdasarkan Pasal 1 (satu) Undang-Undang Narkotika, di Indonesia hanya badan industri farmasi,pperusahaan berbentuk badan hukum yang mendapatkan izinddalam melakukan kegiatan pembuatan dan mengedarkannobat sertakkomponen obatgtermasuk narkotika. [17:  Moh TaufikmMakaro dkk, Tindak Pidana Narkotika. (Bogor: Ghalia Indonesia. 2003) h, 1] 

	Narkotika sendiri apabila digunakan secara proporsional, artinya digunakan sesuai dengan pengawasan dan sesuai asas pemanfaatan, baik untuk kesehatan ataupun untukkkepentingan penelitiannilmiah, tidak dikatakan sebagai tindak pidana narkotika, tetapi apabila dalam penggunaannya melanggar ketentuan per-undang-undangan maka hal itulah yang dikatakan sebagai tindak pidana narkotika, sejalan dengan penjelasan dalamPPasal 7 Undang-Undang Narkotika bahwa narkotika hanya digunakan bagi kepentingan pelayanan Kesehatan dan pengembangan IPTEK.
	Narkotika digolongkan menjadi tiga berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Narkotika, golongan I (satu), golongan II (dua), dan golongan III (tiga). Dalamhhal penyalahgunaan narkotika,ggolonganNI merupakan golongan yanggdianggap palingbberbahaya dengan ketentuan narkotika golongan ini hanya diperbolehkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilaranguuntuk terapi, sertaAberakibatttinggi menyebabkan ketergantungan, narkotika golongan II adalah narkotika dengan khasiat bagi pengobatan dan hanya dipergunakan sebagai cara terakhir serta diperbolehkan untuk terapi dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat menimbulkankketergantungan, sedangkan narkotika goloongan III ialah narkotika yang bermanfaatddalam pengobatan, serta dapat digunakan dalam terapi dan/atau bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan berpotensiRrendah untuk mengalamiKketergantungan. Pembagian bentuk narkotika baik tanaman maupun bukan tanaman dapat dilihat dalam lampiran Undang-Undang Narkotika.
2.1.3 Pengertian Tindak Pidana Narkotika
	Peraturan tidak bergantung pada hukum pidana, karena kejahatan narkoba diklasifikasikan sebagai kejahatan khusus. Hukum acara yang digunakan pada umumnya mengacu pada KUHAP, dengan beberapa pengecualian yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Setiap perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Narkotika dan peraturan lainnya serta melawan hukum dapat diartikan sebagai tindak pidana narkoba.
Perkembangan penggunaan Narkotika dewasa ini yang semakin meningkat dan semakinntidak sejalan dengan niat awal dari dikembangkannya narkotika yaitu digunakan sebagai obat dan juga alat pengembangan ilmu pengetahuan. Penyebab tindak pidana narkotika ada dua, pertamaffaktor dari diri pelaku kejahatan narkotika dan kedua faktor luar darippelaku, berkembangnya kejahatanNnarkotika sebagai kejahatanttransnasional di dunia sekarang berpengaruh terhadap segala perkembangan aspek dalam kehidupan bermasyarakat, di Indonesia narkotika berkembang pesat juga dikarenakan adanya kejahatan terorganisir yang terjadi secara internasional. 
Pembentukan Undang-Undang narkotika ini melihat dari pertimbangan mengenai dua sisi narkotika sebagai obat atau bahan dengan manfaat dibidang pengobatan, ilmu pengetahuan dan lainnya, namun dilain sisi penggunaan narkotika dapat menjadi masalah besar jika penggunaannya berlebihan serta tanpa pengawasan karena penggunaan narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang merugikan. Selanjutnya melihat tindak pidana narkotika saat ini yang menjadi tindak pidana bersifat transnasional, dengan artian dilakukan melalui modus operandi tinggi, kecanggihan teknologi, dan luasnya jaringan organisasi, serta timbulnya korban generasi muda, kejahatan ini dianggap berbahaya bagi kelanjutan generasi pembangun bangsa[footnoteRef:18]. [18:  Ruslan Renggong. Hukum Pidana Khusus. Cetakan kedua (Jakarta:Kencana, 2017)] 

2.1.4 Jenis Penyalahgunaan Narkotika
	Klasifikasi bentuk penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Narkotika yaitu:
1. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika.
1. Kejahatan produksi narkotika meliputi: Proses penyiapan, pengolahan, pembuatan, atau pembuatan narkotika secara langsung maupun tidak langsung melalui proses ekstraksiddari bahan alam dan kimia, termasuk pengemasan dan/atau pembentukan kembali narkotika.Ekspor, Impor, Pengangkutan, dan Transito Narkotika 
1. Penyalahgunaan peredaran Narkotika
Peredaran narkotika meliputi segala kegiatan yang mengedarkan atau memasok narkotika dalam rangka memperdagangkan, bukan memperjualbelikan atau memindah tangankan, untuk pengembangan pelayanan kedokteran dan ilmu pengetahuan dan teknologi.
1. Bidang Labeling dan Publikasi Narkotika
1. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika
Sesuai Pasal 55, pecandu narkotika wajib melaporkan diri sendiri atau pihak keluarga untuk melaporkan pecandu, apabila tidak dilakukan maka perbuatan tersebut dianggap sebagai tindak pidana yang diancam pidana sesuai dengan Pasal 128 apabila pecandu yang tidak dilaporkan masih dibawah umur, serta Pasal 134 apabila pecandu sudah cukup umur. 
1. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika yang dibedakan menjadi perbuatan bagi sendiri dan perbuatan untuk orang lain.

2.2 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
2.2.1 Pengertian Anak
Pengertianaanak dalam berbagai literatur memiliki banyak perbedaaan, banyak literatur yang memberikan batasan usia kepada anak, akibatnya banyak definisi yang mengartikan kata anak dan belum dewasa tercampur, akibatnya ukuran atau batasan umur juga berbeda. Dalam hal memberikan definisi kepada anak di dalam beberapa peraturan perundang-undangan memberikan definisi dan batasan umur masing-masing, misalnya:
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin” 
1. Undang-undang  Nomor  3  tahun  1997  tentang  pengadilan  anak  menyatakan  bahwa  “anak  adalah  orang  yang  dalam  perkara  anak  telah  mencapai  umur  8  tahun  tetapi  belum  mencapai  18  tahun  dan  belum  kawin”. 
1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dinyatakan bahwa “anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi sanksi tindak pidana, dalam hal anak yang dinyatakan berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, sedangkan anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun”
2.2.2 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Anak merupakan pribadi yang unik dan memiliki ciri khas yang menyebabkannya membutuhkan sikap dan perhatian khusus. Dalam proses tumbuh kembang seorang anak terdapat berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang dapat memengaruhi pembentukan karakternya. Karakter atau kepribadian seorang anak mampu memengaruhi segala tindakan yang akan dilakukannya, termasuk tindakan-tindakan yang menyimpang atau menyalahi norma. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak akan menimbulkan akibat hukum. Penyimpangan tingkah laku seorang anak berakibat pada kesejahteraan sosial anak itu sendiri yang setidaknya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (1) kurangnya perhatian orang tua; (2) kurangnya perhatian dari lingkungan sekitar; (3) kurangnya perhatian dari pemerintah; (4) Akibat dari pengaruh audio visual yang merangsang anak untuk ikut mencoba-coba; (5) akibat dari kurangnya pengawasan. Sementara menurut Romli Atmasasmita, terdapat dua jenis motivasi yang melatarbelakangi terjadinya penyimpangan tingkah laku anak, yakni: (1) motivasi intrinsik, yang meliputi: faktor inteligensia, faktor usia, faktor kelamin, dan faktor kedudukan anak dalam keluarga; dan (2) motivasi ekstrinsik, yang meliputi: faktor rumah tangga, faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak, dan faktor media massa. Berbagai faktor tersebut dapat menjadi dorongan bagi anak untuk melakukan tindakan yang menyimpang, sehingga mengakibatkannya berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan[footnoteRef:19] [19:  Wagiati Soetodjo, (2006), Hukum Pidana Anak, Bandung: Refika Aditama, hlm. 17.] 

Anak yang menjadi pelaku tindak pidana dalam UU SPPA telah disebutkan merupakan anak yang berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun, dalam hal pemberian sanksi penjara, anak yangmmenjadi pelaku tindakppidana haruslah diperhatikan hak-haknya, Pemberian sanksi kepada  anak haruslah dibedakan dengan pemberian sanksi kepada orang dewasa, jika hak-hak orang dewasa sebagai tersangka diatur dalam KUHAP maka untuk anak dalam melindungi hak-haknya diatur dalam UU SPPA, sehingga dalam proses peradilan nantinya anak haruslah mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan hak anak yang sudah diatur oleh UU SPPA[footnoteRef:20]. Dewasa ini, banyak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan bentuk kejahatan yangssama dengan orang dewasa, antara lain pencurian, perampokan, pemerkosaan, pelecehan seksual, pembunuhan, penggunaan narkoba, dan pengedar narkoba. Untuk itu, pemerintah berupaya mencegah permasalahan tersebut, khususnya kejahatan yang dilakukan oleh anak.[footnoteRef:21].  [20:  Ratri Novita,aHukum Perlindungan anak. (Malang: UMM Press, 2020) h, 3]  [21:  Andik Prasetyo.PerlindunganHHukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. Mizan:Jurnal Ilmu Hukum, Vol 9, No. 1, 2020, h, 51] 

Perilaku menyimpang dari anak yang lebih dikenal dengan “kenakalan” diawali oleh keinginan dari anak tersebut. Kejahatan yang dilakukan oleh anak selalu dikritik oleh penegak hukum, yang kerap kali tidak dapat menangani anak yang bermasalah hukum, dan akibatnya, ketika anak melakukan kejahatan mereka diperlakukan seperti orang dewasa. Karena tujuan peradilan anak adalah untuk mewujudkan kepentingan yang terbaik bagi anak, maka anak harus diadili secara terpisah, dan seluruh kegiatan yang dilakukan di pengadilan anak harus dilakukan oleh penyidik ​​anak, penuntut umum anak, Pejabat pemerintah, hakim anak, atau korektor anak dan demi kepentingan terbaik anak. Pernyataan hakimmtentang kejahatan dirancang untuk memastikan bahwa mereka melakukan yang terbaik untuk anak-anak mereka, dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan menjunjung tinggi otoritas hukum. Pemberian sanksi kepada anak didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kepentingan terbaik bagi anak[footnoteRef:22]. [22:  Guntarto Widodo. SistempPemidanaan AnakSSebagi Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SistemmPeradilan Pidana Anak. JurnalaSurya Kencana dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan. 2016 h, 68] 


2.3 Sistem Pemidanaan Anak
2.3.1 Pidana Yang Dijatuhkan Kepada Anak
	UU SPPA telah mengatur mengenai pemberian sanksi kepada anak sebagai pelaku tindak pidana, dalam Pasal 69 ayat (1) yang menyatakan: “Anakhhanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Berdasarkan UU SPPA, pada Pasal 71 dijelaskan mengenai pemberian sanksi pidana kepada anak dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan, dengan pembagian berikut:
1. Pidana Pokok terdiri:
0. Pidana Peringatan
0. Pidana dengan syarat, UU SPPA memberikan kewajiban untuk dikenakan salah satu kemungkinan pembinaan dalam memberikan penjatuhan pidana dengan syarat, yaitu:
1. Pembinaan di luar lembaga
1. Pidana pelayanan masyarakat
1. Pidana Pengawasan
0. Pelatihan kerja, ketentuan pidana ini diatur dalam Pasal 78 UU SPPA.
0. Pembinaan dalam Lembaga, ketentuannya diatur dalam Pasal 80 UU SPPA.
0. Penjara, diatur dalam Pasal 81 UU SPPA, pemberian pidana penjara merupakan alternative pemberian sanksi terakhir yang mengedepankan sifat ultimum remedium. Ketentuan pidana penjara dalam UU SPPA hanya dikenakan jika syarat terpenuhi dan anak berusia 14 tahun. Namun, keadaan dan tindakan anak hanya memungkinkan anak untuk melakukan tindak pidana berat atau kekerasan serta membahayakan masyarakat, hukuman terbesar adalah setengah dari hukuman orang dewasa. Jika seorang anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidananya paling lama 10 (sepuluh tahun).Pasal 79 ayat (3) menyatakan bahwa maksimum khusus pidana penjara tidak diberlakukan kepada anak, serta pidana penjara terhadap anak dalam Pasal 104, 105 ayat (1) huruf e UU SPPA dilaksankan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). 
1. Pidana Tambahan
Berdasarkan UU SPPA, pidana tambahan dapat berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.
	Selain pemberian sanksi pidanaPpokok danntambahan dalam UU SPPA juga diberikan sanksi tindakan, yang mana tercantum dalam Pasal 82. Bentuk sanksi tindakan dapat diajukan oleh penuntut umum dengan ketentuan ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun.
2.3.2 Tujuan Pemidanaan Anak 
	Pemidanaan merupakan upaya terakhir untuk memberikan sanksi kepada anak pelaku kejahatan, diletakknya sanksi pidana sebagai pilihan terakhir dalam pemberian sanksi adalah keharusan yang sesuai dengan asas ultimum remedium. Ketentuan KUHP tentang pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana masih belum memperhatikan hak anak, salah satu penyebabnya adalah minimnya jumlah tindakan terhadap pelaku tindak pidana anak, di samping tujuan sebagai pembalasan atas pemidanaan tersebut. Pemidanaan seorang anak harus berbeda dengan pemidanaan orang dewasa, dan ada beberapa pidana yang tidak dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, seperti pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pencabutan hak-hak tertentu, dan Putusan hakim.[footnoteRef:23].  [23:  Tjut Dhien Safina. Penjatuhan PidanaPPenjara BagiAAnak Berkonflik Dengan Hukum Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistemperadilan Pidana Anak.Vol. 3, No. 2. 2020, h, 293] 

Terdapat dua pandangan filsafat mengenai pemidanaan yaitu filsafat pemidanaan yang berlandaskan keadilan restorative dan yang didasarkan pada keadilan Retributif, dalam praktiknya sebagaimana KUHP masih berdasarkan pemidanaan retributive atau pembalasan, keadilan selalu dianggap dengan memberikan penderitaaan kepada si pelaku, hal ini juga berlaku dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, pemidanaan untuk pembalasan ini tercermin dari ancaman saksi yang diatur, walaupunndiatur adanya sanksi pidana dan tindakan, namun sanksi pidana lebih ditujukan untuk pembalasan[footnoteRef:24]. [24:  Mustakin Mahmudi, Penerapan Sanksi Pidana Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Indonesian Journal of Criminal Law. Vol. 1, No. 2, 2019, h, 132] 

Sistem peradilan anak didirikan, karena kenyataannya hukuman balas dendam sering terjadi dalam pelaksanaan aturan peradilan anak, dan tujuan dari keberadaan sistem peradilan anak harus untuk kepentingan terbaik bagi anak. Karena itu tidak menjadi. Filosofi restoratif harus diutamakan, karena mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Ke depan dari tujuan hukum pidana hukum pidana sebagai sanksi dan tujuan hukum pidana untuk menghukum anak yanggmelanggar hukum, ke Putusan anak bertujuan untuk melakukannya.[footnoteRef:25]: [25:  Ibid hal 133] 

1. Menjaga perilaku anak menjadi lebih baik.
1. Memberikannperawatan dan perlindungan untuk keselamatan, kesejahteraan dan kesehatan bagi anak
1. Membebaskannrasa bersalah serta menghilangkan stigma buruk pada anak
1. memberikan kondisi lingkungan yang baik bagi tumbuh kembang jiwa, fisik, mental dan sosial anak. 
Berkaitan dengan kasus yangPpenulis analisis, dimana pelaku masih kategori anak, maka tujuanPpemidanaan harus sesuai dengan kebutuhan dari anak tersebut, untuk masa depannya, karena anak memiliki ciri khusus yang tidak dapat disamakan dengan orangddewasa, pemberiannpidana penjara dapat mengakibatkannanak mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang kemudian dapat berpengaruh kepada masa depan anak. UU SPPA selainnmengatur pemberian sanksi pidana juga mengatur tentang pemberian sanksitttindakan kepada anak. Sanksi tindakan dari undang-undang ini merupakan upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepadaAanak dan upaya untuk mencapai tujuan pemidanaan. anak.

2.4 Sistem Peradilan Pidana Anak
Sistem Peradilan Pidana Anak pada UU SPPA disebutkan bahwa “Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari penyelidikan hingga pembimbingan setelah menjalani pidana”. Sistem Peradilan Pidana anak memiliki segala unsuryyang diperlukan berkaitanddengan penanganan kasus kenakalan anak. Selanjutnya dalam UU SPPA juga ditentukan bahwa dalam ketentuan beracara dalam KUHAP juga berlaku dalam acaraPperadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
UU SPPA menganut beberapa asas dalam pasalnya yang membedakan antara sidang perkara anak dan dewasa, asas tersebut adalah[footnoteRef:26]: [26:  Maidin Gultom. Perlindungan HukumTTerhadap Anak dalam Sistem Oeradilan PIdana Anak di Indonesia. Edisi Revisi, (Bandung: Revika Aditama. 2014) h, 107-108] 

1. Pembatasan umur, dalam UU SPPA anak yang berkonflik dengan hukum telah berusia 12 (dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun, serta jika usia anak belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun siding diajukan ke sidang anak.
1.  RuanggLingkup Dibatasi
1. Ditangani Oleh Pejabat Khusus
1. Peran Pembimbing Kemasyarakatan, dalam UU SPPA diakui adanya peranan pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, dan pekerja sosial relawan. Dalam memutuskan perkara anak hakim haruslah mempertimbangkan hasil penelitian dari lembaga pembimbing kemasyarakatan.
1. Suasana pemeriksaan dan kekeluargaan, Hakim, Penuntut Umum, penyidik, dan penasihat hukum dalam mengangani perkara anak, anak korban dan/atau anak saksi, tidak diperkenankan menggunakan toga dan tetap memperhatikan suasana kekeluargaan selama proses persidangan.
1. Keharusan dilakukan splitsing, artinya anak harus diadili sendiri tidak boleh bersama orang dewasa.
1. AcaraPpemeriksaan tertutup
1. Diperiksa oleh hakim tunggal
1. Masa Penahanan lebih singkat yang diatur dalam UU SPPA hal ini ditujukan bagi perlindungan anak, demi menjaga fisik, mental dan sosial anak
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1. Hukuman Lebih ringan, dalam Pasal 69 hingga Pasal 83 UU SPPA. Hakim harus mempertimbangkan dengan jeli bahwa penjatuhan pidana bagi anak merupakan upaya terakhir

BAB 3 PEMBAHASAN
3.1 Ketepatan Penjatuhan Sanksi Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jmr Menurut Paasal 127 Undang-Undang Narkotika
Narkotika merupakan obat atau zat yang dapat menimbulkan ketergantungan apabila dalam pemakaiannya melebihi aturan yang ada. Narkotika pada hakikatnya merupakan obat yang dapat digunakan untuk kesehatan dan juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan, namun saat ini banyak terjadi penyalahgunaan terhadap narkotika ini, dimana penggunaan narkotika bukan lagi dalam ranah kesehatan, tetapi untuk hal lainnya yang merugikan banyak orang. Tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Narkotika terbagi menjadi beberapa, namun dalam penelitian ini akan difokuskan pada tindak pidana penyalahguna narkotika, dimana dalam Undang-Undang Narkotika pelaku penyalahguna narkotika diberikan jaminan untuk mendapatkan rehabilitasi namun pada beberapa pasalnya tetap dijerat dengan pidana penjara. 
Selanjutnya dalam penelitian ini, guna memahami ketepatan pemberian sanksi penjara terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika dalam Undang-Undang Narkotika, maka penulis akan membagi pembahasan ke dalam beberapa subbab yang akan menjawab permasalahan tersebut, yaitu pertama tentang pengertian tindak pidana secara umum, kedua mengenai pengertian tindak pidana narkotika, ketiga pengertian penyalah guna narkotika, keempat sanksi bagi penyalah guna narkotika dalam Undang-Undang Narkotika, dan kelima rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika dalam Undang-Undang Narkotika.


Tindak pidana ditilik dari sudut pandang obyektif merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum positif, dapat dikatakan sesuatu yang bersifat tanpa hak, dan menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Unsur yang sangat diperlukan dalam tindak pidana yang dilihat dari sudut obyektif adalah sifat tanpa hak, yakni sifat melanggar hukum, dimana tidak terdapat unsur tanpa hak maka tidak ada peristiwa pidana atau tindak pidana. Kemudian adalah 
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tindak pidana yang dilihat dari sudut pandang subyektif, dari sudut ini yang dilihat adalah kesalahan, yaitu bahwa akibat yang tidak diinginkan Undang-Undang yang dilakukan oleh pelaku, dapat diberatkan kepadanya, dan pelaku tidak dapat dihukum jika pelaku dianggap tidak dapat bertanggung jawab akan perbuatannya[footnoteRef:27]. [27:  R.Abdoel Djamali. Op.cit.  h, 175] 

Selanjutnya diketahui bahwa terdapat berbagai jenis tindak pidana yang ada dalam Undang-Undang atau peraturan, salah satunya adalah tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang termasuk dalam kejahatan khusus atau kejahatan extraordinary crime, tindak pidana narkotika diatur dengan menggunakan undang-undang khusus. Dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat berbagai kejahatan yang termasuk kedalam tindak pidana narkotika. Narkotika dalam Undang-Undang Narkotika pasal 1 ayat 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampaimenghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
Pada awalnya narkotika hanya digunakan sebagai alat untuk melakukan upacara-upacara adat, yang kemudian dengan berjalannya waktu, narkotika ini digunakan untuk perkembangan ilmu pengetahuuan dan juga untuk hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. Namun seiring dengan perkembangannya, narkotika yang niat awalnya adalah untuk kesehatan mulai mengalami pergeseran fungsi, dimana kemudian narkotika diperjualbelikan secara illegal dan penggunaannya pun disalahgunakan, yangmana banyak orang menggunakan narkotika untuk menjadi obat penenang, yang kemudian efek samping terbesarnya adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa pengawasan tersebut dapat mengalami ketergantungan yang sangat merugikan bagi dirinya sendiri dan juga dapat merugikan bagi orang lain.[footnoteRef:28]  [28:  Kusno adi. Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak. (Malang:UMM Press, 2009). h, 17] 

Undang-Undang Narkotika mengatur berbagai macam kejahatan mengenai narkotika ini, salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika merupakan jenis kejahatan yang mempunyai potensi aatau dampak sosial yang luas dan kompleks, disebut luas dan kompleks dikarenakan pelaku penyalahgunaan narkotika ini bukan hanya mereka orang dewasa, namun juga anak-anak yang tentunya usianya masih dibawah umur dan sangat riskan untuk kemudian mengalami ketergantungan terhadap narkotika ini. 
	Tindak pidana penyalahgunaan narkotika sendiri merupakan sebuah tindak pidana yang unik, keunikannya terletak pada status kedudukan penyalahguna narkotika itu sendiri, dimana penyalahguna dapat dikatakan sebagai pelaku juga sebagai korban. Status kedudukan ini penting untuk dipahami karena nantinya akan mempermudah dalam menentukan kebijakan legislasi yang tepat, guna mengetahui pertanggungjawabannya, apakah nantinya bertanggung jawab sebagai pelaku ata sebagai korban tindak pidana. Apabila kemudian penyalahguna ini berkedudukan sebagai pelaku maka dia dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, sebaliknya apabila dia menjadi korban maka tidak perlu dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.
	Penegakan hukum terhadap kasus pidana narkotika telah dilakukan secara maksimal oleh apparat penegak hukum, dan telah banyak mendapatkan kekuatan hukum tetap (putusan) di pengadilan. Adapun  penegakan hukum diharapkan dapat mencegah maraknya kasus narkotika. Penanganan kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia kebanyakan diberikan sanksi badan aataupun denda, namun disisi lain rehabilitasi juga menjadi pilihan hakim dalam memutus kasus penyalahguna narkotika. 
	Pemidanaan pada dasarnya bukan ditujukan sebagai sarana balas dendAam bagi pelaku kejahatan, tetapi untuk membina pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatan yang sama ataupun bentuk kejahatan lain. Adanya pemidanaan juga dianggap sebagai bentuk upaya preventif yang ditujukan kepada masyarakat agar tidak meniru atau melakukan kejahatan dalam bentuk apapun. 
	 Munculnya Undang-Undang Narkotika merupakan salah satu langkah pemerintah dalam melawan jumlah penyalahgunaan narkotika yang semakin mengkhawatirkan, tujuannya adalah mendukung kepentingan ilmu kesehatan dan pengetahuan dengan menjamin ketersediaan narkotika, mencegah penggunaan narkotika yang tidak sesuai aturan dan memberantas peredaran gelap narkotika. Berpijak pada konsep penyalahguna sebagaimana pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika, yang artinya adaa orang yang menggunakan narkotika tetapi tidak melawan hukum, sementara orang yang menggunakan narkotika tanpa hak menurut hukum adalah orang yang melawan hukum, dan disebut sebagai penyalahguna.  
Pelaku penyalahguna narkotika untuk diri sendiri yang telah dijerat dengan pidana penjara pada Pasal 127 ayat 1, sebenarnya juga telah dijamin oleh Pasal 4 Undang-Undang Narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi, baik medis maupun sosial, yang merupakan salah satu tujuan utama dari Undang-Undang Narkotika. Namun karena Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang menganut asas legalitas maka dalam praktek pada umumnya, seluruh kasus narkotika termasuk didalamnya penyalahguna narkotika untuk diri sendiri tetap diproses secara hukum sesuai dengan norma hukum yang berlaku.[footnoteRef:29] [29:  Heri Joko Saputri.  Kebijakan Publik Terhadap Pengguna Narkoba Yang Dihukum Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jurnal:Ilmiah Publika. Vol, 9, No 1, 2021. h, 36] 

	Pada penelitian ini penulis menggunakan putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jmr, yang mana dalam putusan tersebut telah diputus perkara tindak pidana narkotika dengan terdakwa seorang anak berusia 16 (enam belas) tahun, yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu. Terdakwa anak dinyatakan bersalah dengan melanggar ketentuan Pasal 127 ayat 1 huruf a, yakni menggunakan narkotika golongan I dengan tanpa izin. Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan oleh Sat Reskoba Polres Jember, terdakwa anak ditangkap setelah Saksi II yang juga pelaku ditangkap. Terdakwa anak dinyatakan bersalah telah melanggar Pasal 127 ayat 1 tersebut berdasarkan pembuktian dari Saksi II yang menyatakan, bahwa dia mendapatkan narkotika jenis shabu seberat 1 gram tersebut dari terdakwa anak, dan pembuktian lainnyya berupa hasil pemeriksaan laboratorium Nomor Lab: 59 Reg 57 tanggal 28 Februari 2019, yang menyatakan bahwa barang yang ditemukan adalah benar mengandung methamphetamine positif. Pasal 127 ayat 1 huruf a telah menyatakan bahwa Penyalahguna Narkotika Golongan I akan mendapatkan hukuman penjara minimun 4 tahun. Namun dalam melakukan penjatuhan hukuman tersebut, hakim diwajibkan untuk melihat Pasal 127 ayat 2 dan ayat 3. 
Seperti dijelaskan sebelumnya pelaku penyalahguna narkotika dalam Undang-Undang Narkotika telah diberikan jaminan untuk mendapatkan rehabilitasi sebagai pengganti hukuman penjara. Sedangkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib untuk diberikan rehabilitasi sesuai amanat Pasal 54. Hal ini yang kemudian mewajibkan hakim sebelum memutuskan pelaku penyalahguna narkotika dengan Pasal 127 ayat 1 huruf a, untuk memperhatikan Pasal lainnya, dikarenakan seorang penyalahguna dapat dinyatakan bebas hukuman penjara jika kemudian ditemukan fakta bahwa dia adalah seorang pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika.
	Pada putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jmr, pelaku didakwa dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika, dan Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Narkotika, berdasarkan barang bukti berupa 1 poket shabu seberat 1 gram yang ditemukan pada saksi II yang juga menjadi pelaku dalam kasus tindak pidana ini, dan berdasarkan hasil laboratarium yang menyatakan bahwa barang bukti memang benar mengandung methaphetmine positif, maka pelaku dinyatakan benar bersalah melanggar Pasal 127 ayat 1 tersebut. berdasarkan Pasal 127 ayat 1 terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi sebelum menjatuhkan hukuman kepada pelaku, unsur tersebut adalah unsur setiap orang dan unsur melakukan penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa terdakwa anak telah memenuhi kedua unsur tersebut dan juga dalam pertimbangan hakim, tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun pembenar, maka kemudian terdakwa anak dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman 1 (satu) tahun penjara, yang menurut hakim telah sesuai dan telah memenuhi rasa keadilan hukum. 
	Pemberian hukuman penjara pada intinya adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, namun jika kita melihat pada tindak pidana penyalahguna narkotika, akan sedikit mengganjal jika kemudian penyalahguna dihukum dengan hukuman penjara. Pelaku penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dengan berlebihan dan tanpa pengawasan, efek dari penggunaan narkotika ini adalah timbulnya ketergantungan sehingga pelaku tidak dapat lepas dari narkotika ini, dan untuk pelaku dapat lepas dari pengaruh obat-obatan ini tentunya diperlukan ahli, yang memang berpengalaman pada bidangnya untuk membantu dan mengobati penyalahguna narkotika ini. Melihat fakta ini tentunya pemberian hukuman penjara bukanlah hal yang seharusnya dilakukan.
Bagian penting dari sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberaadaan sanksi ini akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana. Undang-Undang Narkotika memiliki bentuk sistem pemidanaan double track system yang meliputi sanksi pidana dan sanksi tindakan. Double track system ini tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis sanksi tersebut. Sistem dengan dua jalur ini memberikan tempat yang setara bagi kedua jenis sanksi ini. Kesetaraan sanksi pidana dan tindakan ini ada pada kerangka double track system, yang terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan melalui sanksi pidana dan unsur pembinaan dalam sanksi tindakan memiliki kepentingan yang sama.[footnoteRef:30] [30:  Ibid, h, 28] 

Berdasarkan sudut dasar double track system, kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan tindakan saangat bermanfaat guna memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut dengan tepat dan proporsional, sebab kebijakan sanksi yang integral dan seimbang antara sanksi pidana dan tindakan selain menghindari penerapan sanksi yang terlalu menekankan pada sanksi pidana, juga menjamin keterpaduan sistem sanksi yang bersifat fungsional.[footnoteRef:31] [31:  Ibid, h, 31] 

Sistem pemidanaan double track system dalam Undang-Undang Narkotika, dapat dilihat dalam tujuannya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4, berbunyi:
Undang-Undang Narkotika bertujuan:
a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatn dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan Prekusor narkotika dan;
d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah guna dan pecandu narkotika.
Berdasarkan uraian Pasal 4 huruf c dan d Undang-Undang Narkotika dapat dilihat bahwa terdapat dua hal pokok yang diatur didalamnya, yaitu mengenai pemberantasan peredaran narkotika dalam Pasal 4 huruf c, dan perlindungan terhadap penyalahguna dalam Pasal 4 huruf d, meskipun sebagai pelaku kriminal dan dapat dilakukan upaya paksa, namun sesuai dengan tujuan Pasal tersebut diberikan jaminan pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.[footnoteRef:32]   [32:  Anang Iskandar. Penegakan Hukum Narkotika Rehabilitatif Terhadap Penyalah Guna daan Pecandu, Represif Terhadap Pengedar. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019) h, 31] 

	Pemberantasan terhadap peredaran narkotika dapat ditemukan dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan untuk penyalah guna dapat ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128. Tujuan Undang-Undang Narkotika tersebut telah mencoba menempatkan sanksi pidana dan tindakan dalam porsi yang seimbang. Undang-Undang Narkotika telah memiliki semangat untuk para pelaku penyalahgunaan narkotika terutama pecandu dan korban penyalahgunaan dengan menempatkannya dii dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial.
	Rehabilitasi merupakan wujud dari sanksi tindakan yang ada dalam Undang-Undang Narkotika. Masa menjalani rehabilitasi dianggap sama dengan menjalani hukuman penjara. Pasal 1 Undang-Undang Narkotika angka 16 mengatur mengenai pengertian rehabilitasi medis yaitu suatu proses pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 17 dijelaskan bahwa rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar mantan pecandu narkotika dapat kembali ke masyarakat dan mampu melakukan fungsi sosial di lingkungannya. Selanjutnya mengenai sistem peradilan rehabilitasi, yang merupakan sistem peradilan dimana sanksinya keluar dari sanksi pidana, dengan diganti menjadi sanksi rehabilitasi, dengan tujuan agar tersangka pelaku penyalahguna narkotika sembuh dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.[footnoteRef:33] Pasal yang mengatur mengenai rehabilitasi dalam Undang-Undang Narkotika didukung dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010  [33:  Ibid h, 32] 

	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa “Dalam sidang permusyawaratan setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahakan dari putusan”. Tugas hakim tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yan dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Masyarakat memang menuntut agar putusan hakim berlaku adil, namun dalam putusannya hakim diharapkan tetap menghasilkan putusan seadil-adilnya yang sesuai dengan fakta yang ada di persidangan dengan didasari aturan hukum ang jelas (asas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim. 
	Pertimbangan hakim disini berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar untuk hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Pertimbangan hakim sendiri seringkali disebut dengan istilah ratio decidendi yakni berbagai alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai pada putusannya. Ratio decidendi tersebut terdapat dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara[footnoteRef:34]. Subtansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk. Hakim dalam menjatuhkan putusan  harus memperhatikan 3 (tiga) unsur yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. [34:  Peter Mahmud Marzuki, Op.cit,  h, 119] 

	Penuntut umum dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jmr memutuskan surat dakwaan berbentuk alternatif dengan dua dakwaan. Dakwaan alternatif pertama yaitu bahwa Terdakwa Anak dengan tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan golongan I. perbuatan terdakwa sebagaiman hal tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Atau kedua bahwa Terdakwa Anak melakukan penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan Terdakwa Anak tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika. 
Berkaitan dengan perumusan dakwaan diatas, AR. Sujono berpendapat bahwa seorang penyalah guna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah harus dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidak-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 Undang-Undang Narkotika, dengan adanya asumsi pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127 Undang-Undang Narkotika.[footnoteRef:35] [35:  AR Sujono dan Bony Daniel. Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011) h, 280] 

	Berdasarkan pendapat AR. Sujono tersebut, seharusnya terhadap terdakwa berdasarkan dakwaan dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jmr terlebih dahulu harus dipastikan apakah terdakwa merupakan penyalah guna atau sebagai pecandu narkotika. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika, penyalah guna merupakan orang yang menggunakan narkotika dengan tanpa hak atau dengan melawan hukum, sedangkan pecandu adalah orang yang menyalahgunakan  narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan untuk dapat dikatakan bahwa penyalah guna ini dalam keadaan ketergantungan terdapat beberapa syarat yang ditentukan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010  yaitu apabila:
a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
b. Pada saat tertangkap tangan sesuai dengan butir a diatas, ditemukan barang bukti pemakaian satu hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
1. Kelompok metamphetamine (shabu)			: 1 gram
2. Kelompok MDMA (ekstasi)				: 2,4 gram- 8 butir
3. Kelompok heroin 						: 1.8 gram
4. Kelompok kokain						: 1,8 gram
5. Kelompok ganja 						: 5 gram
6. Daun koka							: 5 gram
7. Meskalin							: 5 gram
8. Kelompok Psilosybin 					: 3 gram
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid dietlhylamide)		: 2 gram
10. Kelompok PCP (phencyclidine)				: 3 gram
11. Kelompok Fentanil					: 1 gram
12. Kelompok Metadon					: 0,5 gram
13. Kelompok Morfin						: 1,8 gram
14. Kelompok Petidin						: 0,96 gram
15. Kelompok Kodein						: 72 gram
16. Kelompok Bufrenorfin					: 32 mg
c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan narkotika erdasarkan permintaan penyidik
d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim
e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.
Seseorang dapat dikatakan sebagai seorang pecandu harus berdasarkan pendapat ahli. Terkait dengan dengan dakwaan penuntut umum tersebut, kemudian berdasarkan pertimbangan hakim, terdakwa anak dinyatakan bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Setiap orang;
2. Melakukan penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri
Berdasarkan unsur pasal tersebut di atas, selanjutnya berdasarkan pembuktian dan fakta di persidangan oleh majelis hakim kemudian diuraikan sebagai berikut:
1. Setiap orang;
Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah, tiap-tiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta bertanggung jawab atas segala perbuatannya dihadapan hukum. Bahwa hukum menentukan anak adalah orang yang berusia di baah 18 (delapan belas) tahun. Bahwa penuntutan hukum dapat dilakukan kepada anak apabila anak telah berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun. 
Menimbang bahwa Anak Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah anak dengan usia 16 (enam belas) tahun yang sehat jasmani dan rohaninya.
Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur di atas, Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa Anak Terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai orang (anak) yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi.
2. Melakukan Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri
Menimbang, bahwa pengertian Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika bukan untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.
Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan Saksi I, Saksi II dan keterangaan Terdakwa Anak diketahui, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 pukul 09.00 Terdakwa Anak dihubungi oleh Saksi II dengan maksud untuk dicarikan narkotika jenis shabu, yang selanjutnya oleh Terdakwa Anak permintaan Saksi II tersebut disanggupi. Bahwa selanjutnya Terdakwa Anak menghubungi Saksi Lain (dalam Lidik) untuk memesan narkotika jenis shabu. Bahwa selanjutnya Saksi Lain (dalam lidik) bertemu dengan Terdakwa Anak dan menyerahkan narkotika jenis Shabu tersebut sejumlah 1 (satu) poket yang langsung dibawa pulang oleh Terdakwa Anak. Bahwa selanjutnya Terdakwa Anak setelah sampai di rumah menyerahkan shabu tersebut kepada Saksi II. Bahwa Selanjutnya Saksi II mengajak Terdakwa Anak untuk menggunakan narkotika jenis Shabu tersebut di dalam kamar Terdakwa anak, kemudian anak mengambil pipet kaca beserta alat hisap yang ada di dalam kamar anak, dan kemudian secara bergantian Saksi II dan Terdakwa Anak mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut. Bahwa selanjutnya setelah mengkonsumsi narkotika tersebut Saksi II pulang dari rumah Terdakwa Anak. 
Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah Klinik Jember, Nomor Lab: 59 Reg.57 tanggal 28 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Lilik Lailiyah, M.Kes, diperoleh kesimpulan bahwa arang tersebut benar mengandung Methamphetmine Positif.
Menimbang ahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan pengertian penyalahguna, maka unsur melakukan penyalahgunaan Naarkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa Anak.
3. Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika telah terpenuhi dan selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya hal sebagai alasan pemaaf pada diri anak maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa Anak. Maka Terdakwa Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan alternatif ke-2 penuntut umum. Oleh karenannya, anak Terdakwa Anak patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut dengan memperhatikan kepentingan anak dalam tumbuh kembangnya ke depan.
Pada prinsipnya, seorang hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan Teknik membuatnya. Oleh karena itu dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi terdakwa.
	Pada pertimbangan tersebut dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan memberi keadilan. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang mengatakan bahwa: Putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa[footnoteRef:36]. Dalam memberikan pertimbangan diharapkan hakim tidak hanya menilai dari satu pihak saja, sehingga ada hal lain yang patut diperhatikan dalam penjatuhan putusan  hakim, apakah pertimbangan tersebut memberatkan ataupun meringankan pidana. [36:  Ahmad Rifai. Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) h, 94] 

	Berkaitan dengan penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, pada dasarnya harus mempertimbangkan segala aspek tujuan yaitu:
1. Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya.
2. Sebagai upaya represif agar penjatuhan pidana dapat memberikan efek jera dan pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi. 
3. Sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelaku.
4. Mempersiapkan mental masyarakat dalam menyikapi suatu kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut, sehingga pelaku dapat diterima kembali di dalam masyarakat.
Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain adalah pokok keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Berbagai fakta yang terpisahkan tersebut, kemudian dilakukan pengujian menggunakan teori kebenaran, selanjutnya dirangkai dan dikaitkan. Korelasi dan kasualitas antar alat bukti yang terungkap di persidangan merupakan petunjuk untuk membimbing dan membentuk keyakinan hakim sehingga akan terwujud dalam suatu pertimbangan fakta hukum, untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya dibagi atas pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan bersifat non yuridis.[footnoteRef:37] [37:  M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II. (Jakarta: Sarana Bakti Semesta 1985) h, 604] 

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Hal tersebut yaitu:
1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum,   adalah dasar dari hukum acara pidana karena berdasarkan dakwaan, pemeriksaan di persidangan dilakukan. Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun tunggal, komulatif, alternatif ataupun subsidair (dalam penelitia ini surat dakwaan yang digunakan adalah surat dakwaan alternatif.)
2. Keterangan terdakwa
3. Keterangan saksi
4. Barang bukti, adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di sidang pengadilan, meliputi:
a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagaian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
b. Benda yang dipergunakan seara langsung untuk melakukan tindak pidaana atau untuk mempersiapkan.
c. Benda yang digunakan untuk menghalangi-halangi penyidikan tindak pidana
d. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
Barang bukti yang dimaksud di atas, tidak termasuk alat bukti. Barang bukti yang terungkap dalam persidangan dapat dipergunakan untuk memperoleh hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan. Selain itu, hakim akan lebih merasa yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun saksi.
5. Pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana, hal yang sering terungkap di persidangan adalah pasal-pasal yang dikenakan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Pasal ini bermula dan terlihat dalam surat dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum, sebagai ketentuan hukum tindak pidana narkotika oleh terdakwa. Dalam persidangan, Pasal dala Undang-Undang Narkotika itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penuntut umum dan hakim berusaha untuk meembuktikan dan memeriksa melalui alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa tersebut telah atau tidak memenuhi unusr yang dirumuskan dalam Pasal Undang-Undang Narkotika.
Dalam penelitian ini, Pasal yang diajukan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan adalah Pasal 114 ayat 1 atau Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Narkotika. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur dari setiap pasal yang diancamkan, maka terbuktilah menurut hukum kesaahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam Pasal yang didakwakan kepadanya. Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, sebagaimana yang dituangkan dalam tuntutan pidana, menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.
6. Menurut Pasal 197 huruf f KUHAP, salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Sedangkan menurut Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa:”Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”
[bookmark: _Hlk118684984]Hakim dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jmr, menggunakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika sebagai dasar putusannya. Pasal 127 Undang-Undang Narkotika ini terdiri dari tiga ayat yang berbunyi:
“(1) Setiap Penyalah Guna:
a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan;
c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103
(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
Ketiga ayat dalam Pasal 127 tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Apabila terdakwa didakwa Pasal 127 ayat (1) maka hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat tiga kriteria yang wajib diperhatikan hakim dalam hal menjatuhkan putusan yang didasarkan ketentuan Pasal 127 ini, yaitu apakah terdakwa didakwa sebagai:
a. Sebagai penyalah guna narkotika ;
b. Pecandu Narkotika;
c. Korban penyalahgunaan narkotika.
Bagi penyalahguna narkotika yang terbukti menggunakan narkotika untuk diri sendiri, hakim dapat menjatuhkan pidana, apabila narkotika tersebut merupakan golongan I ancaman pidananya penjara paling lama 4 (empat) tahun, penyalahguna narkotika golongan II ancaman pidananya penjara paling lama 2 (dua) tahun, sedangkan untuk penyalahguna narkotika golongan III diancam pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun, dan untuk pecandu narkotika maka berlaku ketentuan Pasal 103. Berdasarkan hal tersebut hakim dalam memutus perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 wajib memperhatikan bagaimana kondisi terdakwa, apakah kondisi terdakwa sebenarnya sebagai pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, atau hanya sebagai penyalahguna narkotika. Hal tersebut sangat penting untuk dipastikan agar hakim tidak salah dalam menentukan sanksi dalam putusannya.
Konteks tujuan Undang-Undang Narkotika dalam dimensi sebagai pengguna narkotika ditujukan bagi peredaran gelap narkotika. Konsekuensi logisnya untuk upaya pencegahan, perlindungan dan penyelamatan bangsa indoneisa dari penyalahgunaan narkotika, maka dilakukan jaminan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika (pengguna narkotika). Konkrit dimensi di atas, maka asasnya pengguna narkotika adalah sebagai korban yang memerlukan upaya rehabilitasi medis dan sosial sehingga tidak diperlukan penjatuhan pidana.
Hakim dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jmr memutuskan: 
1. Menyatakan Anak Terdakwa anak terbukti secara sah daan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Anak Terdakwa aanak berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP Nokia warna hita dan 1 (satu) bungkus rokok sampurna Avolution, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada anak sejumlah Rp. 3000 ,- (Tiga Ribu Rupiah);
[bookmark: _Hlk118685097]Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jmr pada fakat yang ada di persidangan membuktikan terdakwa sebagai penyalah guna yang akhirnya membuat hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri. Namun Hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jmr dalam memutuskan perkara ini yang diancam dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a, hakim dalam pertimbangannya tidak memperhatikan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3), seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa ketiga ayat tersebut saling berkesinambungan. Sehingga dalam putusan tersebut harus tertulis pertimbangan yang menyatakan bahwa hakim telah memperhatikan Pasal 127 ayat 2 dan ayat 3 tersebut. Dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika tersebut dinyatakan bahwa “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajb menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. 
Berdasarkan keterangan saksi dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jmr, terdapat keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa Anak dan Saksi II menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut di dalam rumah Terdakwa Anak dengan menggunakan alat hisap yang merupakan milik Terdakwa Anak, hal ini dapat diindikasikan bahwa Terdakwa Anak bukan hanya sekali saja menggunakan Narkotika jenis shabu, dikarenakan Terdakwa Anak telah memiliki alat penghisap tersebut sebelumnya, berdasarkan keterangan ini, apabila selanjutnya Terdakwa Anak diberikan tes oleh tim ahli sebagaimana tertulis dalam SEMA, maka dapat diketahui apakah Terdakwa Anak ini merupakan Penyalahguna Narkotika, atau Pecandu Narkotika, dan jika Terdakwa Anak terbukti sebagai Pecandu, maka hukuman bagi Terdakwa Anak adalah wajib rehabilitasi sesuai dengan Pasal 54. Selanjutnya mengenai hakim yang juga wajib memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang Narkotika, dalam pasal tersebut mengatur mengenai kewajiban bagi orangtua dari pecandu narkotika dibawah umur untuk melaporkan kepada lembaga rehabilitasi baik medis maupun sosial, dan juga bagi pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib untuk melaporkan diri mereka sendiri kepada lembaga rehabilitasi.
Selanjutnya hakim juga wajib memperhatikan Pasal 103 dalam pasal ini, hakim diberikan kewenangan untuk “dapat” menghukum rehabilitasi terhadap perkara pecandu, yaitu perkara penyalahgunaan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan narkotika (hasil visum atau keterangan ahli yang menyatakan penyalah guna itu pecandu), baik terbukti bersalah maupun tidak bersalah. Kemudian Pasal 103 ayat (2), hukuman rehabilitasi sebagai pengganti hukuman penjara terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Status hukuman rehabilitasi diperhitungkan sama dengan hukuman penjara.[footnoteRef:38] Kata “dapat” dalam pasal tersebut seolah-olah Putusan yang diserahkan kepada hakim apakah pecandu narkotika yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika, hakim akan menjatuhkan pidana atau perawatan melalui rehabilitasi, padahal yang paling mungkin diberikan adalah rehabilitasi. Karena dalam penjelasan atas Undang-Undang Narkotika dikatakan bahwa dalam menggunakan kata memutuskan bagi pecandu narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi pecandu narkotika yang bersangkutan, disamping itu sudah ditentukan juga dalam Pasal 54, bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, maka putusannya haruslah memerintahkan terdakwa menjalani pengobatan melalui rehabilitasi.  [38:  Anang Iskandar, op.cit, h, 35] 

Kesimpulannya putusan yang dijatuhkan hakim bagi pecandu narkotika berkaitan dengan kata “dapat” haruslah dibaca “harus/wajib”. Namun kemudian apabila hakim tidak yakin akan hal tersebut, maka SEMA nomor 4 Tahun 2010 dapat digunakan oleh hakim sebagai acuan dalam mengambil putusan, dan juga dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Terdakwa Anak dalam fakta persidangan terbukti memiliki narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram, terdakwa jua terbukti tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika, hal tersebut memenuhi ketentuan dalam SEMA yang dapat digunakan untuk memutus terdakwa di rehabilitasi jika terbukti sebagai pecandu narkotika.
[bookmark: _Hlk113410739]Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jmr, yang memberikan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada Terdakwa Anak yang apabila dikaitkan dengan Pasal 127 ayat 1 huruf a dan fakta-fakta di persidangan sudah tepat, dikarenakan dalam putusan tersebut dilihat dari fakta yang ada Terdakwa Anak memang benar terbukti sebagai penyalah guna narkotika, dan tidak ada pembuktian yang dapat menyatakan Terdakwa Anak sebagai Pecandu Narkotika, sehingga jika dilihat berdasarkan Undang-Undang Narkotika maka telah sesuai. Akan tetapi jika hakim memperhatikan Pasal 127 ayat 2 dalam pertimbangannya dan juga memperhatikan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, serta menggunakan ahli dalam pembuktiannya, dan diketahui dengan jelas apakah kondisi Terdakwa Anak tersebut terbukti sebagai pecandu narkotika, maka sesuai dengan tujuan yang tertuang dalam Undang-Undang Narkotika yang menganggap pecandu sebagai pesakitan dan melindungi pecandu narkotika, maka rehabilitasi meerupakan tindakan yang tepat untuk diberikan kepada terdakwa dengan menempatkan terdakwa di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

3.2 [bookmark: _Hlk118685148]Kesesuaian Penjatuhan Sanksi Penjara Terhadap Seorang Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jmr  Menurut UU SPPA
Anak dalam berbagai litertaur merupakan mereka yang masih berusia dibawah umur, yang mana mereka masih dianggap belum mampu untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Selanjutnya dalam beberapa ketentuan didalam Undang-Undang, dinyatakan beberapa batasan usia bagi anak yang melakukan tindak pidana untuk mendapatkan sanksi, salah satunya adalah pemberian sanksi penjara, dimana pada UU SPPA, terdapat pasal yang menyatakan bahwa penjara merupakan pilihan terakhir bagi anak pelaku pidana. Selanjutnya adalah mengenai anak sebagai pelaku penyalahguna narkotika. Narkotika saat ini menjadi kejahatan yang bertaraf internasional, dimana sasaran dari kejahatan ini bukan lagi mereka orang dewasa, namun juga anakanak hingga remaja yang jiwanya masih labil sehingga masih mudah untuk dipengaruhi dan diajak untuk menggunakan narkotika. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jmr, dengan terdakwa anak yang dihukum penjara karena dianggap terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri dan melanggar Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Narkotika.
Selanjutnya guna memahami pemberian sanksi penjara terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika dalam putusan tersebut, maka untuk menjawab permasalahan yang ada, kemudian penulis membagi pembahasan ini ke dalam beberapa subbab, yaitu pertama mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, kedua tentang pemberiaan sanksi penjata terhadap anak pelaku penyalahguna narkotika dalam UU SPPA, dan ketiga rehabilitasi terhadap anak pelaku penyalahguna narkotika dalam UU SPPA.
Anak yang menjadi pelaku penyalahguna narkotika, merupakan anak yang berusia 12 (dua belas) tahun daan belum berusia 18 (delapan elas) tahun, yang diduga menggunakan narkotika dengan melawan hukum. Penyimpangan tingkah laku yang dilakukan oleh anak, tidak hanya disebakan oleh satu faktor, melainkan adanya beberapa faktor, baik dari dalam anak maupun dari luar anak itu sendiri, antara lain, keluarga, lingkungan masyarakat, pendidikan, teman-teman dan juga berasal dari lingkungan virtual yang dapat diakses dengan mudah oleh anak-anak. Lingkungan dan juga teknologi ini yang memberikan sumbangsih terbesar dalam perkembangan perilaku yang dialami oleh anak, apabila lingkungan buruk maka akan berpengaruh besar untuk memberikan efek negatif terhadap perilaku anak, yang kemudian berpotensi anak untuk melakukan penyimpangan tingkah laku.[footnoteRef:39]  [39:  Erni Agustina. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Jurnal: Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol 1, No, 1. 2018. h, 153] 

Pidana merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang dinyatakan terbukti bersalah dan menyakinkan melakukan tindak pidana. Pasal 10 KUHP menyatakan hukuman terdiri atas hukuman pokok daan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri atas hukuman mati, hukuman penjara yang dapat berupa penjara seumur hidup atau sementara waktu, hukuman kurungan dan hukuman denda. Bagi seorang anak yang menjadi pelaku tindak pidana pada Pasal 71 UU SPPA telah dinyatakan mengenai ketentuan pidananya, yaitu, pidana pokok untuk anak terdiri dari, pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara, pidana dengan syarat sendiri terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat dan pengawasan. Selanjutnya adalah pidana tambahan yang terdiri atas perampasan keeuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat.
Undang-Undang Narkotika mengancam anak yang menjadi pelaku penyalahguna narkotika golongan I  yang digunakan untuk diri sendiri dengan ancaman pidana maksimal 4 (empat) tahun penjara. Namun dilihat dari sisi victimology, seorang anak yang menjadi pelaku penyalahguna narkotika dapat dikatakan sebagai korban dari adanya peredaran gelap narkotika, sehingga dalam pemberian hukumannya tidak seharusnya anak dihukum sama dengan pelaku dewasa (pengedar). Anak yang menjadi korban dari penyalahgunaan ini seharusnya diberikan perlindungan untuk menciptakan kondisi diaman anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumuhan anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosial. Apabila pemidanaan dilakukan untuk membalas tindakan yang dilakukan oleh anak maka tujuan untuk memberikan pembinaan guna memperbaiki perilaku anak justru menjadi sekolah kejahatan bagi anak, karena anak ecnderung mudah meniriu hal yang ada di sekitarnya tertutama jika anak harus mendekam di penjara.
Kalangan anak muda merupakan orang yang sangat mudah untuk terpengaruh dalam pemakaian narkoba, karena masa-masa diusia mereka adalah masa pertumbuhan yang sangat cepat didalam segala bidang, menyangkut perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial, dan kepribadian, mereka mudah dipengaruhi karena dalam dirinya banyak perubahan dan emosi mereka yang tidak stabil sehingga cendeerung untuk melakukan penyimpangan ataua perilaku melawan hukum.
[bookmark: _Hlk118685569]Seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana, dalam sistem peradilan formal pada akhirnya seringkali menempatkan anak dalam status narapidana yang tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak melalui sistem peradilan formal dengan memasukkan anak kedalam penjara, ternyata tidak memberikan efek jera kepada anak, dan menjadi pribadi yang lebih baik dalam menunjang proses tumbuh kembangnya. Pidana penjara seringkali membuat anak semakin professional dalam melakukan tindak pidana, karena ketika mereka didalam lapas, mereka tentunya akan bertemu dengan narapidana lainnya, yang tentunya lebih memiliki pengalaman dalam hal kejahatan, sehingga bukan tidak mungkin jika anak yang dipenjara justru akan mempelajari perilaku menyimpang yang lebih jauh lagi dai para narapidana tersebut.[footnoteRef:40]  [40:  Ibid Hal 154] 

Melihat permasalahan tersebut, kemudian dibentuklah aturan yaitu UU SPPA, yang dikhususkan untuk peradilan anak, UU SPPA menghadirkan konsep baru yakni diversi dan keadilan restorative, pengadilan hanya akan memberikan stigmasi terhadap ana katas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana.[footnoteRef:41] Sehingga sistem peradilan bagi anak dan dewasa dibedakan. Dalam UU SPPA diatur bahwa anak yang diancam dengan hukuman penjara, kurungan, dan denda, maka ancamannya dikurangi menjadi setengah dari ancaman pidana pokok yang diperuntukan kepada orang dewasa. Dalam UU SPPA anak yang menjadi pelaku tindak pidana dapat dikenakan beberapa sanksi, diantaranya, sanksi pidana pokok, pidana tambahan, dan sanksi tindakan. Pidana pokok bagi  anak terdapat pada Pasal 71 UU SPPA, yang menyatakan bahwa pidana pokok bagi anak terdiri atas pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan di dalam lembaga dan penjara, sedangkan pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat. Sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi: pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau, perbaikan akibat tindak pidana. [41:  Anang Iskandar op.cit 138] 

[bookmark: _Hlk118685606]Banyak kasus mengenai kejahatan anak yang kemudian oleh hakim dijatuhi hukuam pidana penjata, termasuk salah satunya kejahatan penyalahguna narkotika. Namun pidana penjara tidak berarti menjadi sanksi yang paling tepat bagi anak. Seharusnya dalam melihat kejahatan anak, kebijakan untuk melihat permaslahan justru lebih dipentingkan. Apalagi dilihat dari sust pandang ilmu kriminologi, bahwa anak yang melakukan kenakalan lebih dilatarbelakangi oleh pengaruh lingkungan. Teori yang paling dekat adalah teori differential association, yang pada intinya menyatkan bahwa perilaku kenakalan anak dilatarbelakangi oleh faktor belajar.[footnoteRef:42] Dalam UU SPPA sendiri telah dinyatakan secara jelas dalam Pasal 81 bahwa pidana penjara merupakan pilihan terakhir bagi anak yang melakukan kejahatan, dan anak yang diancam dengan pidana penjara adalah anak yang kejahatannya dianggap berbahaya bagi masyarakat. [42:  Widia Sari dan Hana Faridah. Analisa Kriminologis Kejahatan Pencurian Berdasarkan Teori Differential Association. Jurnal: Panorama Hukum, Vol, 6, No. 2, h. 113] 

Penjatuhan pidana penjara kepada anak akan memberikan dampak negatif yang berkepanjangan yang justru bersifat kontra produktif apabila dilihat dari tujuan pemidanaan itu sendiri. Tujuan pemidanaan bagi anak dlam kenyataannya tidak dapat dipenuhi dengan adanya penjatuhan pidana penjara kepada anak. Pemidanaan bagi anak seringkali menempatkan anak dalam situasi yang merugikan anak karena berbagai dampak negatif yang diberikan.[footnoteRef:43] [43:  Koesno Adi. Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak. (Malang: Setara Press, 2014), h, 103] 

Mengingat bahwa yang menjadi pelaku disini adalah seorang anak, maka dalam peradilannya sudah seharusnya memperhatikan UU SPPA sebagai bahan pertimbangannya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukuman yang dapat diberikan kepada anak bukan hanya pidana pokok dan pidana tambahan, tetapi juga sanksi tindakan, hakim seharusnya memperhatikan bahwa anak pelaku tindak pidana disini adalah seorang korban dari adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dan juga dengan adanya Pasal dalam UU SPPA yang menyatakan bahwa penjara merupakan pidana yang menjadi pilihan terakhir, dan sanksi pidana anak dapat digunakan apabila alternatif pilihan sanksi lainnya memang tidak dapat diterapkan dan penggunaan sanksi pidana tentu harus menjadi jlan terakhir setelah menempuh upaya perdata dan adminustratif. Selanjutnya pemberian penjara tersebut tidak diberikan dan diganti dengan hukuman lainnya yang lebih memberikan dampak positif kepada anak, dalam hal ini adalah rehabilitasi, baik medis maupun sosial.
	Undang-Undang sebagai peraturan yang digunakan sebagai dasar dari hukuman atas suatu pelanggaran, seiring berkembangnya waktu, terdapat banyak perubahan terhadap aturan tersebut. Selanjutnya dalam kasus dimana anak sebagai pelakunya, terdapat berbagai aturan yang dapat dijadikan dasar dalam pemberian sanksi, salah satunya adalah dalam UU SPPA. Dalam penelitian ini, kasus yang dikaji merupakan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Anak, dan dimuat dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jmr. 
	Seperti halnya dalam UU SPPA, dalam melakukan pemeriksaan terhadap sidang anak berbeda dengan pemeriksaan sidang untuk orang dewasa. UU SPPA menentukan untuk pemeriksaan sidang anak adalah sebagai berikut:
1.  Pembatasan Umur
	Batasan umur dalam UU SPPA, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan demikian maka Terdakwa Anak dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jmr telah memenuhi kategori sebagai anak dalam persidangan, dikarenakan usianya ketika melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut adalah 16 (enam belas) tahun.
2. Pemeriksaan Di Luar Sidang (Diversi)
	Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi ini dapat dibilang mirip dengan mediasi penal jika dalam kasus perdata dan wujud dari hasil penyelesaian juga sama yakni win-win solution yang mencari titik tengah dari permasalahan tanpa merugikan satu sama lain. Dalam perundang-undangan ini dengan jelas terlihat bahwa UU SPPA telah menggunakan pendekatan restorative justice, yang merupakan alternatif atau cara lain yang dapat digunakan dalam peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi, dan korban atau masyarakat di sisi lain sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.[footnoteRef:44] [44:  Ibid h, 122] 

	Penyelesaian perkara tindak pidana yang menyangkut anak dalam UU SPPA, diversi ini menjadi hal wajib dalam menyelesaikan perkara pidana yang menyangkut tentang anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1), yakni: “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi”. Adapun syarat diberlakukan diversi terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA antara lain:
a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana;
	Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1), menyatakan bahwa: “kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
Dengan demikian melihat dari Pasal tersebut, Anak Terdakwa sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika, tidak dapat dilihat semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga dilihat sebagai korban. Kejahatan narkotika pada dasarnya dapat dikulaifikasikan sebagai crime without victim. Dengan demikian pelaku dari kejahatan ini juga menjadi korbannya. Sehingga dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jmr tersebut, Terdakwa Anak dalam penyelesaian perkaranya bisa melalui diversi.[footnoteRef:45] [45:  Ibid, h, 136] 

3. Pemeriksaan sidang anak
	Pemeriksaan persidangan anak tidak memiliki perbedaan yang signifikan berkaitan dengan pakaian yang digunakan baik dari penyidik sampai  dengan hakim. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 22 UU SPPA yang menyatakan: “Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak korban, dan/atau Anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan”. Hal tersebut dilakukan agar terjalin suasana pemeriksaan kekeluargaan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
4. Acara Pemeriksaan Tertutup
	Demi kepentingan hak anak, dalam UU SPPA, sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak “Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan” tercantum dalam Pasal 54 UU SPPA
5. Disidangkan oleh Hakim tunggal
	Pasal 44 UU SPPA mengenai sidang harus dilakukan oleh hakim tunggal keseluruhannya hampir sama dengan Undang-Undang Pengadilan Anak. Dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jmr, hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili Terdakwa Anak adalah Hakim tunggal, sehingga Putusan tersebut sudah benar.
6. Masa Penahanan Lebih singkat
	Berdasarkan Pasal 81 UU SPPA, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah ½ atau setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Selanjutnya Pada Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jmr, Terdakwa Anak dalam proses penahanan juga masuk menggunakan ketentua-ketentuan didalam KUHAP, dan Terdakwa Anak juga dijatuhi pidana Selama 1 (satu) tahun.


7. Dalam persidangan Terdakwa Anak didampingi Orangtua, Penasehat Hukum,  dan Pembimbing Kemasyarakatan
	Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UU SPPA, bahwa dalam setiap pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Putusan yang digunakan pada penelitian ini Terdakw Anak dalam pemeriksaannya telah didampiingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Orang tua, dan Penasihat Hukum
8. Dalam Sidang Anak Saksi Dapat Didengar Tanpa Kehadiran Anak Terdakwa
	Anak Terdakwa tidak wajib mengikuti persidangan pada saat pemeriksaan saksi, akan tetapi orangtua/wali, Penasehat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir dalam persidangan.
	Berdasarkan hal tersebut, dalam Putusan yang digunakan untuk penelitian ini telah sesuai dengan proses pemeriksaan untuk anak, termasuk didalamnya mengenai penjatuhan pidana penjara kepada anak, dalam Putusan tersebut anak diancam dengan dakwaan alternatif, kesatu Pasal 114 ayat 1, atau kedua Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Narkotika. Selanjutnya berdasarkan pertimbangan hakim, Terdakwa Anak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri sesuai dengan Pasal 127 ayat 1 huruf a, dan dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun.
	Negara dengan jelas telah mengatur mengenai cara memperlakukan anak yang melakukan tindak pidana dalam UU SPPA, sesuai dengan maksud dari Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System), yang merupakan proses menyeluruh terkait penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tingkaat kepolisian atau pada tahap penyelidikan hingga tahap pemimbingan setelah menjalani pidana. Dalam UU SPPA, subtansi yang paling ditekankan adalah adanya pengaturan yang tegas mengenai keadilan restorative dan diversi, yang ditujukan agar sebisa mungkin menjauhkan anak dari proses peradilan dan menghindarkan anak dari mendapatkan stigma negatif dari masyarakat akibat dari dilakukannya proses pemidanaan.
	Pasal 71 yang menyatakan bahwa sanksi pidana bagi anak dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sanksi pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam sanksi pidana pokok ini masih dibagi kembali menjadi pidana peringatan dan pidana bersyarat. Berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, dalam UU SPPA, hanya terdapat dalam Pasal 75 UU SPPA yang menyatakan bahwa penyalahgunaan narkotika dapat mengikuti terapi, dan hal ini termasuk keharusan yang dapat dilakukan di luar lembaga, pidana ini merupakan salah satu bentuk dari pidana dengan syarat yang termasuk ke dalam pidana pokok dalam UU SPPA.
[bookmark: _Hlk118685706]	Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jmr, Hakim terhadap Terdakwa Anak memberikan putusan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan berdasarkan pertimbangan, bahwa daalam persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya. Karena perbuatan Terdakwa Anak tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Sehingga atas hal tersebut, hakim berpendapat bahwa untuk memperbaiki perilaku terdakwa anak tersebut, maka Terdakwa Anak dijatuhi pidana penjara yang menurut hakim pemidanaan tersebut merupakan pembinaan untuk Terdakwa Anak.
	Pemidanaan pada dasarnya bukan ditujukan sebagai sarana balas dendam bagi pelaku kejahatan, tujuan pemidanaan haruslah bersifat integrative, yaitu perlindungan masyarakat, pencegahan umum dan khusus, dan pengimbangan. Menurut Wayne R. Lafave dalam Eddy O.S. Hiariej, dalam kateogori teori kontemporer salah satu tujuan pidana adalah rehabilitasi, artinya, pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat pelaku kejahatan dapat diterima di komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat tersebut.[footnoteRef:46] [46:  Nanik Mahmudah. Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak PIdana Penyalahguna Narkotika (Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps). Skripsi (Jember: Progrm Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020), h. 50] 

[bookmark: _Hlk118685730]	Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jmr, terhadap Terdakwa Anak yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika bagi dirinya sendiri, dengan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun masih kurang tepat apabila dilihat berdasarkan UU SPPA. Dalam Undang-Undang terdapat salah satu sanksi yang merupakan keharusan diberikan kepada anak pelaku penyalahgunaan narkotika, yang tercantum dalam Pasal 75 huruf c mengenai pidana pembinaan di luar lembaga, Pasal 75 ini merupakan salah satu bentuk dari pidana pokok yang ada dalam Pasal 71,  yaitu termasuk dalam pidana dengan syarat. 
	Berdasarkan Pasal 73 pidana dengan syarat ini juga dapat dijatuhkan dalam hal pidana yang dijatuhkan kepada anak paling lama 2 (dua) tahun, disamping itu anak yang mendapatkan sanksi pidana pembinaan di luar lembaga juga harus mengikuti aturan mengenai syarat umum dan syarat khusus, yakni dengan tidak melakukan tindak pidana selama menjalani masa pidana dengan syarat, kemudian syarat khusus yaitu melakukan sesuatu tertentu sesuai dengan yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
	Kualifikasi anak yang dapat dikenakan sanksi pembinaan di luar lembaga dengan terapi akibat penyalahgunaan narkotika ini adalah mereka yang telah mencapai usia 14 (empat belas tahun) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 69 bahwa terhadap anak yang masih dibawah usia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan sanksi tindakan, anak masih dapat dibina oleh kedua orang tuanya, serta tindakan yang dilakukan oleh anak adalah bentuk kejahatan yang memerlukan penanganan khusus dalam pemulihannya.
[bookmark: _Hlk118685748]	Penjatuhan pidana dengan syarat terhadap anak terutama pidana pembinaan di luar lembaga jangka waktu masa pidananya tidak boleh melebihi dari 3 (tiga) tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 6. Selanjutnya dalam Pasal 74 UU SPPA, tempat pembinaan di luar lembaga ditentukan hakim dalam putusannya dengan bentuk kegiatan pembinaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU SPPA, yang dapat berupa:
1. Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yan dilakukan oleh pejabat Pembina
1. Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa atau
1. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya
		Berdasarkan pasal tersebut kemudian terhadap anak pelaku penyalahguna narkotika golongan I dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jmr, dapat diberikan terapi sebagaimana dinyatakan dalam huruf c Pasal 75 tersebut.
[bookmark: _Hlk113410830][bookmark: _Hlk118685777]		Mengingat bahwa pidana penjara merupakan upaya terakhir dalam pemberian sanksi sesuai dengan Pasal 81 UU SPPA, dan adanya alternatif pilihan pidana lainnya yang dapat diberikan kepada Terdakwa Anak pelaku penyalahguna narkotika, maka hakim dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jmr seharusnya memperhatikan Pasal 75 UU SPPA, karena dalam Pasal tersebut tidak diberikan kekhususan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika mana yang dapat diberikan terapi, sedangkan berdasarkan Undang-Undang Narkotika, penyalahgunaan narkotika terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yaitu penyalahguna narkotika, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya karena tidak ada pembatasan mengenai siapa pelaku penyalahgunaan yang dapat diterapi dalam Pasal tersebut, maka seharusnya Terdakwa Anak dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jmr, bisa mendapatkan terapi dari tindakannya, dan bukan mendapatkan pidana penjara.
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[bookmark: _Hlk112049706]

BAB 4 PENUTUP
4.1 Kesimpulan
[bookmark: _Hlk118685843]Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok pembahasan yang ada, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
0. Penjatuhan sanksi penjara terhadap terdakwa anak dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jmr jika dikaitkan dengan Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Narkotika telah sesuai, akan tetapi dalam pertimbangannya hakim tidak memperhatikan Pasal 127 ayat 2 yang mana hakim dalam memutus perkara wajib memperhatikan Pasal 127 ayat 2 tersebut, selanjutnya hakim juga tidak memperhatikan SEMA nomor 4 Tahun 2010, sehingga terhadap Terdakwa Anak tidak ada pembuktian yang dilakukan oleh ahli guna mengetahui tingkat ketergantungan narkotika Terdakwa Anak.
0. Penjatuhan sanksi penjara terhadap Terdakwa Anak dalam Putusan Nomir 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jmr apabila dilihat dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah tidak sesuai. Mengingat bahwa pidana penjara merupakan upaya terakhir dalam pemberian sanksi sesuai dengan Pasal 81 UU SPPA, dan adanya alternatif pilihan pidana lainnya yang dapat diberikan kepada Terdakwa Anak pelaku penyalahguna narkotika.

4.2 Saran
Bertitik tolak pada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus lebih cermat dan teliti, terutama dalam pertimbangannya. Pada Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jmr ini Hakim sebelum menjatuhkan sanksi penjara sesuai dengan Pasal 127 ayat 1 huruf a seharusnya memperhatikan Pasal 127 ayat 2 karena hal ini merupakan hal wajib dimana kedua pasal ini saling berkaitan, selain itu hakim 
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dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku penyalahguna narkotika seharusnya juga memperhatikan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, apabila hakim dalam pertimbangannya memperhatikan kedua hal tersebut, maka dapat diketahui apakah pelaku penyalahguna tersebut adalah pecandu atau bukan, sehingga pemberian sanksinya dapat disesuaikan, karena jika terbukti sebagai pecandu maka pelaku penyalahguna tersebut wajib untuk direhabilitasi.
2. Pidana penjara dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pilihan terakhir atau ultimum remedium, sehingga hakim seharusnya sebelum menjatuhkan sanksi penjara terhadap Terdakwa Anak pelaku penyalahguna narkotika, memperhatikan Pasal 73 mengenai jenis-jenis Pidana Pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak, termasuk didalamnya adalah Pidana dengan syarat, yang selanjutnya dalam Pasal 75, dijelaskan mengenai salah satu pidana dengan syarat yaitu berupa pemidanaan di luar lembaga, yang bagi pelaku penyalahgunaan narkotika adalah diberikan terapi di lembaga yang telah ditentukan. Sehingga harusnya berdasarkan ketentuan tersebut, sanksi penjara terhadap Terdakwa Anak pelaku penyalahguna narkotika dapat diganti dengan pembinaan di luar lembaga.
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